
Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian 
sasaran Renstra dan mengakomodir kebijakan 
Pusat dan/atau Provinsi Jawa Tengah, diperlukan 
penambahan kegiatan baru dalam RKPD Kota 
Pekalongan tahun 2019 dan 2020; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) 
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, bahwa penambahan kegiatan 
baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan 
perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam 
Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan 
penyusunan Renja Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 
34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pekalongan Tahun 2016-2021; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- 
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Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil 
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor9); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
65); 

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 



Pasal I 
Lampiran Peraturan Walikota Nomor 63 Tahuri 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Walikota Nornor 34A Tahun 2016 Tentang Rencana 

19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Pekalongan Nomor l 5 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 
Nomor 19); 

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 
Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30); 

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 
2018 ten.tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9). 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

2. Peraturan Walikota Nornor 34A Tahun 2016 
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di 
Lingkungan Pernerintah Kota Pekalongan Tahun 
20 16 - 2021, sebagaimana telah diru bah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 63 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 
2016-2021. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONOAN 
NOMOR 34A TAHUN 2016 TENTANG RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNOAN 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021. 
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SERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 8• 

SRI RUMININGSIH 

SEKRETARIS DAERAH, 

q~. 
~ 

Diundangkan di Pekalongan 
Pada tanggal 22 November 2019 

M. SAELANY MACHFUDZ 

ttd 

WALIKOTA PEKALONGAN, 
Cap 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 22 November 2019 

Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan 
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 
63), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Walikota yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota 
Pekalongan. 
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SRI RUMININGSIH 

Sl!:KRETARIS DAERAH, 

M. SAELANY MACHFUDZ 

ttd 

WALIKOTA PEKALONGAN, 
Cap 



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
TAHUN 2019 

PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
TAHUN 2016-2021 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 80 TAHUN 2019 
TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGN 
NOMOR 34A TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA STRATEG!S PERANGKAT 
DAERAH Dl LTNGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
TAHUN 2016-2021 


